
GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NO\,IOR 

l'ENTAN(i

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA

DDNGAN RAHMA'I'1'UHAN YANG MAIIA ESA

Menimbang :4,

b.

c,

GUBERNUR RIAU,

bahu,a dalam rangka mcu r-tjudl<an visi dan misi RPJMD

Provinsi Riau 'fahun 201'+ 2019 serla optimalisasi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan dan pcmbinaan kemasyarakatan oleh
Pemcrintah Desa, m.rl<.t pcrlu rlibcrikan bantuan
kcuangan kcpadit Dcsa -\ang bcrsllllber dari APBD
Provinsi lliau;

bahwa untuk kclancaran pcnyaluran bantuan kcuang?ln
agar lebih akuntabcl pcrlu pedoman untuk peiaksanaan
penyaluran bantllan l<cuarrlgan:

bahrva bcrclasarkan pertlmbatnijan scbagaimana dimaksud
pada huruf a dan hurlrf b, pcrlu mcnctapkan Pcraturan
Ciubernur tcDlang Pcdoman BarntLl:rn Kcuangan Pemerlntah
Provinsi Riau Kcpada Dcsa;

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 6l 'l'ahrtn 1958 tcntang Penelap.rn
Undang undang Darllrat Nomor 19 'l'.ihlln 1957 tentang
Pembentukan Daerahdacrah Sq'aldnLra Tingl<ar
Sumatcra Bar.lt, Jambi, dan Rizru (Lembaran Negara
Republik Indor.rcsia Tnhrrn 1957 Nornor 75) Sebagai
Undang undang il,crnbaran Negara Rcprrblik Indoncsi.r
'l'ahun l95B Nomor 112, T.rmbahan Lcmbaran Negarei
Republik Indoncsia Nomof 1646);

2. Undanlj-undang Nomor 2 ) Trhun 2UU4 LcnL.rng Sistem
Perencal-raan Pembangunan N:rsiol]al (l-cirbaran Neg.lral
RepLrblil< Indoncsiil'l'rhLrn 2004 Nornor 10.1,'l'ambahan
Lembaran Negara Rcplrblik Incloncsia Nomof 4.121);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 201,1 tcntang Dcsa
(Lcmbaran Ncgara Rcl)ublil< Indoncsia'l'ahLtn 20l4 Nomor
7,'l'ambahan I-cn-rbaran Negara IlepLti)lik lndonesia Nornor
5495);
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4.

5.

6.

7.

8.

11.

Undang undang Nolno. 23 Tahun 2411 tenlang
Pemerintahar-r Dacrah (Lcmbaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'l'ambahair Lembaran
Negara Republil< Indonesi:r Nomor 5587), scbagaimana
telah diubah bcbcrapa kali terakhif dengar.i Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 lentang Pcrubahan Kcdua
Atas Undairg-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmcrintahan Dacrah (l-cmL:aran Ncgara Rcpublik
Indone si;,r 'l'ahun 2015 Nontor 58, Tambahan Lcmbaran
Negara Rcpr,rblik Indonesi:r Nomor 5679);

Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014 tcnLang
Peraturan Pelaksanaan Undan€j Undang Nomor 6 Tahun
2014 'l'entang Desa sebagairnana Lclah diubah dengan
PeraLuran Pemcrintah Nomor 47 'fahun 2015 tcntang
Pcrubahan atas Pcr.ltllran Pcmcrintah Nomor 43 Tahun
2014 tenlang PeraLuran PeLaksana.lr-r Undang Undang
Nomor 6 TahLrn 2014 Tentang Dcisa (Lcmb.rran Negar.r
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lenbaran Negara Rcpublik lncloncsi:r Nornor 5717);

Peraluran Menteri Dalarrn Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pcngclolaan Keuangan Daerah
sebagaimana Lelah dilrb.rh bcberapa l<ali terakhir dengan
Pcraturan Menteri Dal:rm Nei<cri Nornor 2I 'fahun 2O11
tentang pcrubarh.rn kcdrra Atas Pcraluran Mcnteri Dalam
Negeri Nomor- I3 Tahun 2006 tcntang Pedoman
Pengelolaan Keuanfl.rn Dacrah (Bcril!r Ncgara Rcpublik
Indoncsja Tahun 201 I Nomor 3 l0);

Peraturan Menleri Dalam Ncgc.i Nomor I l3 'l'ahun 20121
tcntang Pengelolaan licuang.in l)csa (Bcrila Ncgar.r
Re publil< lndoncsi:r'l'ahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Me n tcri
Lentan!l Pcdoman
l?epublik indonesiar

Peraturan MenLe ri
tentanll Kode
Pcmcril-rtahan;

Dalanr Ncgc.i Nomor ll4 Tahun 2014
Pernbangunan Desa (Berita Negara
'l'ahLr n 2014 Nomor 2094);

Dalam Negeri Nomor 56 'fahLrn 2015
dan Data Wilavah Administrnsi

10. PcraLuran Mcntcri Dalarn Ncgcri
tentang Pcmbenlukan Prod Ltk
Negara Republik Indoncsia Tall Lln

Nomor 80 'fahun 2015
I'lukum Dacrah (BeriLa
2015 Nomor2036);

Pcratllran Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2Ol4
lcr-rtarig Rencar-la Pcm ban:+t lta:t n,Jangka Mencngah Dacrah
Provinsi Ri.lLt (Lcrnbaran D:lcriih P.ovinsi lliar-r Tahrrn 2014
Nomor 7);

12. Peraturan Dacrah Provinsi l?iau Nonror 4 Tahun 20l6
tentarng Pcrangkat D:rcfah (Lembaran Daerah provinsi Riau
Tahun 20 i 6 Nomor .1);



13. Peraturan Cubernllr Riau Nomor 55 Tahun 2010 tenl?lng
Sistcm dan Prosedur PcngcloLaan Keuangan Provinsi Riau
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomo. 55
sebagaimana LcLah cliubah dcngan PcratLlran ClLrbernur
Riau Nomor 56 Tahun 2015 lcnlang perubahan Atas
Pcraturan Gubcrnur Riau Nonor 55 Tahun 2010
tentang Sistcm dan Proscdur Pcngclola€1n Keuangan
Provinsi Riau (Bcrita Daerah Provjnsi Ri.lLl Tahun 2015
Nomor 56 );

Menetapkan

MEMU'IUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PEDOMAN
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksr-rd dengan :

l. Prov.n5i adalal Pr''v'rri. R.--.

2. Pemerintah Provinsi adalah PcmcrinLah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah GrLbernur Riau-

4. Pemerintah Kabupaten ad.rlah Pcmerintah D.terith KabupaLen se Provinsi Rrau.

5. Bupati adalah Bupilti sc Provinsi Riau.

6. Perangkat Daerah adalah Per. rgkilt Dacrurh di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau.

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dcsa Provinsi Riau yanll selanjulnya
disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pcnberclayaan Masyarakat dan Dcsa
Provinsi Riau.

B. Dinas Pemberdayaan Masyarakat d:ln Dcsa K:lbupaLcn at.'tu sebutan lainnya
adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Des:r K.tbupatclt se Provinsi
Riau.

9. Desa atau sebutan lainnya adalah kosatr-ran mi,tsyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang bcrnr:nang LlntLlk mcngaltur dan mcnqurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyaral<a1 seternpat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal uslrl, dan/ataLr hak triidisiorral vang diakui dan
dihormati daiam sistem pemerinLahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan dan
Kepentngan masyarakat scLernpat dalam sisLcDt pemerintahan Ne:lara
Kesatuan Repu blik.lnd onesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebLlLan lain djbantu perangkat
Desa sebagai unsur pcnyelenggara p"-merinLahan l)csa.

12. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Kepala Dcsa di provinsi Riau.



15.

13. Perangkat Desa adalah Lrnsur pembantu. k:pai? d:s1 yang terdlrl oarr

Sekreiaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun'

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama laln

seianjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan lungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan u'akil dari penduduk Desa

ilerdasarkan k"i".vlat il.,'t *ittyah dan ditetapkan secara demokratis

Kewenangan Desa adaiah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi

kewenan[an di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, peiaksanaan

Pembangiunan Dcsa, Pimbinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberd'ryaan

Masyarai<at Desa berdasankan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat

istiadat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas

Umum Daerah Provinsi Riau.

Rekening Kas Desa selanjutnya RKD adalah Rekening Kas Desa Se Provlnsl
Riau.

14'.

16.

77.

18.

BAB II
TUJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa merupakan
bantuan keuangan yang bersifat umum yang diberikan sebagai bentuk dukungan
Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas
Pemerintah Provinsi di Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan
pembinaan kemasyarakatan desa.

BAB III
SUMBER DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

{1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari
Anggaran Peirdapatan deur Belanja Daerah Provinsi Riau.

(2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari
pendapatan desa yang tercatat daiam APBDes.

{r)

Pasal 4

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Bantuan Keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat {1) berdasarkan
kemampuan keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Riau Tahun berkenaan.

Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dcngan Keputusan Gubernur.

(:2)

{3)



BAB IV

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 penggunaannya

diatur melalui APBDes sesuai dengan peraturan perundang undangan

(2) Komposisi peruntukan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan desa'

(3) Kepala Desa bertanggung jawab dalam penggunaan Bantuan Xeuangan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN

BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Penerima Bantuan Keuangal
Pasal 6

Persyaratan penerima bantuan keuangar-r sebagai berikut :

a. Desa telah memiliki Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Desa telah menetapkan APBDes dan atau APBDes Perubahan yang teiah
dievalusi oleh Bupatr.

Bagian Kedua

Mckanisme Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 7

(1) Penyaiuran Bantuan Keuangan diiaksanakan sekaiigus dengan cara
pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

{2) Bupati menyampaikan surat permohonan permintaan penyaluran bantuan
keuangan kepada Gubernur Cq Kepala Dinas PMD, dengan melampirkan:

a- Daftar nama desa penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
huruf a, yang ditandatangani oleh Bupati;

b. Rekapitulasi APBDes dan atau APBDes Perubahan yang telah dievaluasi oleh
Bupati;

c. Surat Pernyataan Penggunaan Dana bantuan Keuangan ditandatangani oleh
Kepala Desa disertai Surat Keputusan Besaran Alokasi Bantuan;

d. Fotocopy rekening Kas Desa.

(3) Format Surat Permintaan Penyaluran, Daftar Nama Desa, Rekapitulasi APBDes
dan/atau APBDes Perubahan serta Pernyataan Penggunaan Dana sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang
tidal terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

-5-



(4)

(s)

(6)

Permintaan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

izt- ai rerintasi oi.h Dint" PMD Provinsi Riau sebagai dasar penyaluran dana

bantuan ke Rekening Kas Desa.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup kelengkapan

dokumen administrasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

Badan Pengelola Keu-angan clan Aset Daerah Provinsi Riau menyalurkan

tantuan ke" Rekening Kas Desa berdasarkan trasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5).

BAB VI
PETAPORAN

Pasal 8

{1) Kepala Desa wajib men)rusun dan menyampaikal laporan pertanggungjawabal
' ' Bantuan Keuangan Provinsi melalui laporan realisasi pelaksanaan APBDes

kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -mempedomani 
pengaturan

' tentang pengelolaan keuangan desa yang dibuat oleh maslng-maslng
Pemerintah Kabupaten.

Laporan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1), direkapitulasi dalr disampaikan

o1& Bupati kepada Gubernui Cq t<epala Dinas PMD dengan format
sebagaimana teriantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak
rerpisdhkan dari Peraturan Cubernur ini

Rekapitulasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya sebagai

bahajl pembinaan dan evaluasi bantuan keuangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

(3)

(4)

(2)

(1)

(1)

Pemerintah Provinsi melalui Dinas PMD melakukan pembinaal terhadap
penggunaan bantuan keuangan desa.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam
bentuk sosialisasi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 1O

Aparat Pengawasan lntern Pemerintah (APIP) meiatukan evaluasi terhadap
realisasi penggunaan bantuan keuangar-r desa sesuai kewenangan menurllt
ketentuan peraturan perrrndang undangan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintan (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yaitu Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten
sesuai kewenangan menu.ut ketentuan peraturan perundang-undangal

(2)

-6,



BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang bersumbcr d?iri banlu.rn kcuangan tetapi bclum
terLaksana pada Tahun Anggaaar-l br:rkcnaan, mak.r anggaa,rn tcrsebur mcniadi
SILPA Desa dan digunakan unluk Tahun Anggar:rn bcrikutnv.t

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubcrnur ini mulai bcrlaku maka Peraturan (iubernur Riau
Nomor 93 Tahun 2015 terltang Pedolrlan Bantuan Keuanlian Pemerintah Provinsi
Riau Kepada Pemerintah Desa dicabul dan dinl'at;tkan lidak bcrlal<u.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada ranggal diunclangkan

Agar setiap orang mcn€aclahuinya, rnemcrintahkan pengLln.l.Irlgan Pe.aluran
Gubernur ini dengan pcncmpatannya clalam BeriLa Dacrah Provinsi Riau.

Ditctapkiln di Pckanbaru
p.rcle tang:lirl 

ou"u**uo AU. 

 
ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS D

Pckan baru

NSI RIAU

BERITA DAERAF] PROVINSI IRIAU TAl.lUN 2ul7 NUMLTt?
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LAMPIRAN I : PERATURAN GLBERNUR RIAU
NOMOR I
TANGGAL I

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN DANA

KOP BUPATI

(tffnpat), (tgl) (bln) (thn)

Kepada Yft :

Nornor : Bapek ftbern.r Rian
Lampiran : 1 (sabr)bedias Cq Kepata Dinas PMD
Penlal : Permolecnal pqminban Provinsi Riau

bantum keumgm
Provinsi Riar kepada Des Talndr di_

Pelenbam

Bersana ini lani sarpaikan usian Desa P€nerirna B€ntm Ke;anga'r
Pernerintah ftovinsi Riau kepada Deea Tatun enggamrl-..........di Kah4ato:r .............
(diisi narra IGh.ple.{ dengar persyamtan tedarrpn sebagai beriln]t

1. Daltar narna desa pereirra bant;an ka-tangan ses-ai dergan kode dan dat:
wilayah yang ditarda tangani olett Bte6ti;

2. Rekapiolasi APBDes dtrI atal APBDes p€rubahar Fng telah dievah.psi
oleh Bqati (Pedes terlarryir);

3. Pemyaban pqrggu:aar dana bdrtuar kelrangal ]rang ditarda taryani oleh
Kepala Desa;

4. Foto copy rckerfng KAS Dee.

Dqnfl<ian sraf pemintam ini disarpafl<ar1 atas p-eftatlan dan bantun @k
d'L'capl@l tertnakasft .

BUPATI

(narnq/dilandalangar4/dicap)

-8-
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DAFTAR NAMA DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI zuAU TAHUN
ANGGARAN,.......

BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA
WILAYAH ADMINISTRASI PEMEzuNTAHAN

B. FORMAT DAFTAR NAMA DESA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

KOP BUPATI

(nana/ditandalangani/dicap)

2or...

No Kecamatan No Desa No. Kode
Desa

No.Rekerdng
Kas Desa

Nama
Bank

1 1

2
3
4
5

2 6
7
8

-9-



C. FORMAT REKAPITULASI APBDES / APBDES PERUBAHAN

KOP BUPATI

{tel-npar). (€r)bh)(tn:)

Kepada Yth :

Nomor : Bepak G;berrur Riarr
fampiran : 1 (satl) beri€s Cq. Kepla Dinas PMD
Pdrtal : Relepitrlasi APBDeE/APBDeS Provinsi Ria,r

Perubabmyang telah di eva,Lnsi
di-
- Pelenbaru

Bersanla ini kami srrpaikar rekapfu.nasi APBDeq/APtsDes Perubahar yang
telah kami e fuasi dan disahkat Penerinuh Desa merjadi Peratu:ar Des4 de€m
jrrnlah .. ... ... ... . desa perdes terlarnpir), sebagai berjk-ll

Dsnftian lsni sarpaila1 atas ped<maal dan pexhafian bapak diucaplqr
terima lasfi,

{nanaldrtadatu€anii dicap)

No Kecamatan No Desa No. Perdes
APBdes/APBDes

Perubahan

Tgl/Bln/Tha Ket

1 1

2
3
4
5

2 6
7
8

- t0-



D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA

KOP KEPALA

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA
Nomor :

Yang berhda tangan diba\ ah ini Kepala D€s..........................(diisi Narr€ Des4 Kecarnatan
dan IGlupatsr), mer1atakan bahwa Pqns'intatr Desa ................,...,...,..... (diisi Nama D€s, Kecafitatur
dan lGh-Fa:tar) dmgan sebeumla akan megguulan dan marpetangungiara,ablan dtrra Bart ]trr
Keuangan Panerintatr hovinsi Rial Tatur Anggaran .,...,...,..s€s.lai dengan ketsrt:ar perat-ntrr
pen:rdargurdangan ]€ng berlakr"

ApabiJa temlab dara bant€n keuangan sebagafrltradinrals.d di atas tidak dipogurnlen dan
dipermggurgjav,Ebl€n ses-pi keteni.ran perurCa€ rndatgn yeng berlalcl rrula penerinbtr desa
alan madrytlian santsi a&ninistrasi dan g.fsi larlorn

Dexnikian sxat pernlratam ini dibuat, s€bagai salah *tr q€rat dana Bantrdr
Kerungan Fanerintah hovinsi Rian Talu-r Anggann ......,..

Kepala Desa

{namalditmdatr€ad/dicap)

curonuun Rra

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

- ll -
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FORMAT REKAPITULASI LAPORAN PERTANGGUNGJA1VABAN REALISASI
PTLAKSANAAN APBDES TAHUN ANGGARAN .....

KOP BUPA?I

LAMPIRAN II

1 (satu) berkas
Rekapitulasi
Pertanggungjawaban Realisasi
reraKs€maan ,r\HtjlJes Iallun

(tempat), (tel) (blrl) (thn)

Kepada Yth :

Bapal<. Gubemur Rrau
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan

Laporan da]] Desa Provinsi Riau

: PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR ..

TANGGAL :

di_
Pekailbaiu

 x. ansvl,o.rulrANDr RACHMAN

-t2-

Nomor
Lalnpirail
Perihal

Bersama kami sampaikan rekapitulasi Laporan peda,nggungiawaban
Rea.lisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran ..... di Kabupaten

................... (diisi nama Kabupaten) dall disahkal pemerintah Desa menjadi
Peraturan Desa, dengan jumlah ........ desa (perdes tenta-ng Laporan
Pertanggungjawaba-n Rea-lisasi pelaksanaan ApBDes Tahun Anggaran .....
Terlampir), sebagai bedkut:

No Kecamatan No Desa No. Perdes Lapomn
Pe!tanggung Jawaban
Realisasl Pelaksanaa!

APBDeS TA. ....

Terl
Bln

/Thn

Ket.

I 1

2
3
4
5

2 6
7
8

_. Demikiai kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak
diucapkan terima kasih.

BUPATI

(nama/ ditandatargad/dicap)
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